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PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

(STUDI KASUS PERCERAIAN PNS DAERAH KABUPATEN CIAMIS 

TAHUN 2014) 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyebab perceraian  

PNS Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun 2014 dan bagaimana prosedur 

pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang perceraian 

PNS Daerah Kabupaten Ciamis. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yaitu 

suatu penelitian yang dikaji dengan menekankan penemuan pada fakta-fakta di 

lapangan yang kemudian dijadikan penyusun sebagai data yang sesuai dengan 

kenyataan sosial yang ada. 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab perceraian PNS 

Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2014 yaitu, (a) perselisihan, (b) pihak ke-3, (c) 

ekonomi, (d) tidak adanya keturunan dan (e) meninggalkan rumah. Perselisihan 

dan meninggalkan rumah menjadi penyebab yang sesuai peraturan izin perceraian 

berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990. Faktanya pejabat 

BKDD Kabupaten Ciamis tetap memberikan izin perceraian terhadap penyebab 

(a) pihak ke-3, (b) ekonomi, (c) tidak adanya keturunan, karena ketiga penyebab 

tersebut berujung dan dibarengi pada perselisihan dan pertengkaran.  

Prosedur permohonan izin perceraian PNS Daerah Kabupaten Ciamis pada 

tahun 2014 telah berjalan sesuai prosedur hirarki yang diatur dalam PP No. 10 

Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990. Dari jumalah 96 pemohon, sebanyak 77 

pemohon sudah mendapatkan izin perceraian dan 19 pemohon masih dalam 

proses perizinan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. 

Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum anatara seorang laki-

laki dengan seorang wanita.  Yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk 

keluarga ( rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang 

Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974).
1
 Pengertian perkawinan tersebut 

yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berprinsip, pada 

tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal.
2
 Sahnya suatu perkawinan adalah 

perkawinan yang dilaksanakan menurut masing-masing agama dan kepercayaan 

yang dianut oleh pasangan suami istri dan dicatat menurut menurut perundang-

undangan yang berlaku.  

Hubungan perkawinan menciptakan timbulnya hak dan kewajiban suami 

dan istri antara seorang pria dengan seorang perempuan, baik hak dan kewajiban 

masing-masing maupun bersama dalam keluarga. Dengan kata lain, perkawinan 

menimbulkan peranan dan tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga,  baik 

                                                           
1
  Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 61. 

 
2
  Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 1991), hlm. 7. 
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masing-msing  maupun sendiri-sendiri. Pihak pria dan pihak wanita tidak bisa 

menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan akibat-akibat yang timbul dari suatu 

perkawinan. Pada hakikatnya perkawinan itu adalah suatu perjanjian karena 

adanya persetujuan atau perjanjian (perkawinan) sejak semula ditentukan oleh 

hukum (Lihat Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 ayat (1): Perkawinan harus 

didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai).  

Keberhasilan dalam perkawinan yang kekal tidaklah mudah, harus ada 

saling pengertian, kerja sama, dan kesetiaan agar  tujuan pekawinan yang kekal 

terwujud. Konflik dalam keluarga dapat mengurangi keharmoisan dalam 

keluarga karena tidak adanya saling pengertian, kerja sama dan kesetian. Akibat 

tidak harmonisnya keluarga yang terus-menerus terjadi maka bisa terjadi 

kesepakatatan untuk tidak mempertahankan rumah tangganya dan memilih untuk 

bercerai. Perceraian adalah dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena 

adanya perkawinan, meskipun tujuan dari perkawinan bukan percerian. Bercerai 

dapat disebabkan oleh kematian,  dapat pula karena rumah tangga tidak cocok 

dan pertengkaran selalu menghiasai perjalanan rumah tangga, bahkakan ada pula 

bercerai karena salah sau dari suami atau istri tidak lagi fungsional secara 

biologi.  

Perceraian adalah terputusnya ikatan keluarga yang disebabkan  karena 

salah satu atau dua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan, dengan 

demikian behentilah kedua pasangan suami istri untuk memenuhi kewajiban 
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perannya dalam rumah tangga termasuk dalam kekacauan rumah tangga.
3
 Pasal 

39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan juga dalam Pasal 19 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat 

dijadikan dasar untuk percerain adalah: 

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 

penjudi, dan lain lain sebagainya yang sukar disembuhkan 

2. Salah satu  meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut 

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain 

karena hal lain diluar kemauan 

3. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau hukuman yang 

lebih berat setelah perkawinan berlangsung 

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan terhadap pihak lain  

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang 

mengakibatkan tidak dapat  menjalankan kewajiban sebagai suami 

atau istri 

6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga. 

                                                           
3
  Anik Farida dkk, Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai 

Komunitas Adat, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007), hlm. 17 
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Tuntutan perceraian hanya dapat diajukan oleh pihak yang tidak 

bersalah dengan alasan tersebut. Maksud pembentuk undang-undang, ialah 

agar perceraian itu hanya dimungkinkan jika fakta seperti tersebut di atas 

benar-benar terjadi.
4
 Menurut Undang-undang Perkawinan, yang dimaksud 

perceraian adalah penjatuhan talak.  

Menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, bahwa 

percerian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah 

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak. Selain itu untuk melakukan percerian harus ada cukup alas 

an, bahwa antara  suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. 

Konflik yang terus menerus dalam rumah tangga dan tidak dapat menemukan 

keharmonisan, sehingga peceraian sebagai jalan untuk mengakhiri konflik. 

Dampak percerain bukan hanya mengakhiri konflik diantara suami-istri, akan 

tetapi berdampak juga kepada anak dan keluarga dikedua pihak. Kasus 

perceraian terjadi kepada siapa saja baik tokoh masayarakat, pejabat negara, 

artis maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS).  

Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, 

“Pegawai” berarti” orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan 

sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi Pegawai 

                                                           
4
  Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 

2010), hlm. 135. 
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Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.
5
 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai manusia biasa memiliki naluri psikis dan 

biologis yang sama dengan lainnya, hanya saja status yang membedakan 

dengan yang lainnya. Sangat manusiawi apabila memiliki keinginan untuk 

melakukan perkawinan dan perceraian.
6
 

Pada dasarnya perundang-undangan di Indonesia bidang keluarga, 

utamanya bersifat umum yang maksudnya diperuntukan bagi seluruh 

masyarakat Indonesia. Namun pada kenyataannya, terdapat Undang-Undang 

khusus seperti Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang izin 

perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di dalamnya pejabat. 

Adanya pengkhususan ini, dikarenakan PNS dan pejabat merupakan unsur 

aparatur negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik 

bagi masyarakat dalam bertingkah laku, bertindak, dan taat pada peraturan 

yang berlaku termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.
7
 

 Atas dasar pokok pikiran yang disebutkan sebelumnya dan dalam 

rangka usaha peningkatan disiplin PNS dalam melakukan perkawinan dan 

percerain, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan pemerintah mengenai 

izin perkawinan dan percerian bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu sebagaimana 

                                                           
5
  Sri Hartini, dkk., Hukum Kepegawaian di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 31. 

6
  Rismiati, “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Putusanya  bagi Pegawai Negei Sipil di 

Pengadilan Agama Yogyakarta” skripsi sarjana al-Ahwal asy-Syakhhisiyyah, Fakultas Syariah , UIN 

Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2010), hlm. 5. 

 
7
  Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 416. 
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diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin 

Perkawinan dan Percerian bagi Pegawai Negeri Sipil. Sebagai tindak 

lanjutnya dikeluarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian 

Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut sesuai dengan asas lex specyalist derogat 

legi general: hukum yang khusus lebih diutamakan daripada hukum yang 

umum. Artinya, suatu ketentuan yang bersifat mengatur secara umum dapat 

dikesampingkan oleh ketentuan yang lebih khusus  mengatur hal yang sama.
8
 

Menurut Waskito Reksosoedirdjo, Kepala Badan Administrasi Negara 

tahun 1992, bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan aparatur negara, 

pejuang dan pelopor dalam melaksanakan pembangunan nasional. Oleh 

karena itu rumah tangganya harus selalu dibina, sehingga dalam 

melaksanakan tugasnya sehari-hari tidak akan terganggu oleh masalah-

masalah rumah tangga. Didalam usaha untuk meningkatkan disiplin tersebut, 

telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 sebagaimana telah 

diadakan perubahan atas ketentuan dengan Peraturan Pemerintah No. 45 

Tahun 1990 yang mengatur mengenai izin-izin perkawinan dan perceraian 

bagi Pegawai Negeri Sipil.
9
  

                                                           
8
  Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 112.  

9
 Soegeng Prijarminto, Duri dan Mutiara dalam Perkawinan PNS (Jakarta: Pradyna Paramita, 

1992), hlm. 11. 
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Berdasarkan penuturan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 

(BKDD)  Kabupaten Ciamis H. Tatang S.Ag  pada tahun 2014 kepada berita 

online. bahwa percerian PNS Kabupaten Ciamis yang tinggi dan PNS yang 

banyak mengajukan gugatan cerai adalah PNS guru.
10

 Hal tersebut juga 

dibenarkan oleh Humas PA Ciamis, Drs. Syarif Hidayat, mengungkapkan, 

kasus perceraian di lingkungan PNS Ciamis selama tahun 2014 persentasi 

perkaranya mencapai 5 persen. Namun, bila diklasifikasi pada kasus gugat 

cerai, dari kalangan PNS  mencapai 10 persen atau sebanyak 160 kasus gugat 

cerai, belum termasuk yang talak cerai.
11

 

Daftar perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2014: 

Kabupaten/Kota Jumlah 

Ciamis 195 

Karawang 143 

Majalengka 83 

Garut 40 

Banjar Patroman 8 

   

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa perkara perceraian Pegawai 

Negeri Kabupaten Ciamis sebanyak 195
12

, Kabupaten Karawang 143
13

, 

                                                           
10

  http://cimol.net/?p=15, diakses 19 Oktober 2015. 

 
11

  http://www.harapanrakyat.com/2014/09/angka-perceraian-pns-ciamis-tertinggi-kedua-di-

jabar/, diakses 19 Oktober 2015. 

 
12

  http://www.pa-ciamis.go.id/, diakses, 22 Nopember 2015. 

13
  http://www.pa-karawang.go.id/ diakses,  22 Nopember 2015. 

http://cimol.net/?p=15
http://www.harapanrakyat.com/2014/09/angka-perceraian-pns-ciamis-tertinggi-kedua-di-jabar/
http://www.harapanrakyat.com/2014/09/angka-perceraian-pns-ciamis-tertinggi-kedua-di-jabar/
http://www.pa-ciamis.go.id/
http://www.pa-karawang.go.id/
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Kabupaten Majalengka 83
14

, Kabupaten Garut 80
15

, Kota Banjar Patroman 

8
16

. Dapat disimpulkan bahwa perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS)  

Kabupaten Ciamis lebih banyak daripada Kabupaten Karawang dan 

Kabupaten Majalengka. Padahal dalam Undang-undang perkawinan terdapat 

asas perceraian dipersulit untuk  usaha semaksimal mungkin adanya 

perceraian dapat dikenadalikan dan menekan angka perceraian kepada titik 

yang paling rendah. 

Terkait percerian Pegawai Negeri Sipil yang berbeda dengan 

masyarakat biasa yang dapat dengan mudah mendaftarkkan permohonan cerai 

kepada Pengadilan Agama. Untuk Pegawai Negeri Sipil karena adanya 

peraturan yang ditegaskan dan harus dipatuhi, maka untuk melakukan 

permohonan perceraian haruslah mendapatkan izin dari pejabat yang 

berwenang dengan memberikan alasan-alasan untuk melakukan perceraian.  

 Melihat dari data yang telah penyusun temukan pada kasus perceraian 

PNS Kabupaten Ciamis pada tahun 2014 jumlah permohonan melakukan izin 

perceraian lebih banyak daripada permohonan perceraian Pegawai Negeri 

Sipil diluar Kabupaten Ciamis, maka dari Penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI 

                                                           
14

  http://www.pa-majalengka.go.id/, diakses 22 Nopember 2015. 

15
  http://www.pa-garut.go.id/, diakses 05 Januari 2016. 

16
  http://pa-banjarkota.go.id/, diakses 05 Januari 2016. 

http://www.pa-majalengka.go.id/
http://www.pa-garut.go.id/
http://pa-banjarkota.go.id/
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KASUS PERCERAIAN PNS DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 

2014)”.   

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan Latar Belakang Masalah diatas, maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisi, 

antara lain: 

1. Apa alasan pengajuan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah 

Kabupaten Ciamis pada tahun 2014? 

2. Bagaimana prosedur perzinan perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah 

Kabupaten Ciamis tahun 2014? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan sasaran hasil yang diinginkan dalam 

penelitian. Kegunaan penelitian adalah manfaat yang diambil dari hasil 

penelitian. 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui alasan apa saja yang menjadi penyebab perceraian 

Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2014. 
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b. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 

1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 berpengaruh terhadap 

proses perceraian PNS Daerah Kabupaten Ciamis. 

2. Kegunaan Penelitian ini 

Dengan memperlihatkan permasalahan dan tujuan penelitian diatas 

maka diharapakan penelitian dapat memberikan kegunaan sebagai berikut: 

a. Secara Akademis, penelitian ini beguna untuk usaha menambah 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perkawinan 

secara khusus dalam perkawinan Pegawai Negeri Sipil. 

b. Secara Praktis, penyusunan penelitian ini diharapkan dapat  memberi 

sumbangan pengetahuan kepada para pihak yang terkait dengan  

masalah yang diteliti. Selain itu penyusunan penelitian ini diharapkan 

berguna  bagi pihak-pihak lain yan tertarik dalam masalah yang sama 

terkait dengan perceraian Pegawai Negeri Sipil. 

  

D. Telaah Pustaka 

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan 

penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian baik yang berupa karya ilmiah 

maupun literatur buku, berkaitan dengan Tingginya Angka Perceraian 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah  Kabupaten Ciamis (Studi Kasus Pada 

Tahun 2014). Penelusuran penulis diantara lain : 
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 Skripsi yang disusun oleh Erza Mufti Umam  dengan judul “Penerapan 

Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Wates (Studi 

Kasus Tahun 2013)”, skripsi tersebut membahas tentang penerapan asas 

mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Wates Kabupaten 

Kulon Progo, penerapan asas mempersulit Pengadilan Agama Wates berjalan 

dengan baik terbukti dengan rendahnya angka perceraian yang di putus oleh 

Hakim Pengadilan Agama Wates.
17

 Apabila dibandingkan dengan Penelitian 

penulis maka perbedaan terletak pada subyek yakni untuk peneliti sebelumnya 

subyeknya menyeluruh sedangkan penyusun hanya pada PNS saja. Tempat 

dan obyek masalah tentang alasan tingginya perceraian juga berbeda. 

Skripsi Ahmad Jawahir dengan judul “Ketidakberhasilan Usaha 

Hakim Dalam Mendamaikan Perceraian (Studi Kasus di PA Yogyakarta 

Tahun 2007)”, dalam skripsi ini menyoroti tentang faktor penyebab 

ketidakberhasilan hakim dalam mendamaikan perceraian dan membahas 

upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim dalam kasus perceraian. Tidak 

membahas penerapan asas mempersulit perceraian secara menyeluruh.
18

 

Apabila dibandingkan dengan penelitian ini maka perbedaannya pada 

menyoroti penyebab perceraian PNS dan penerapan pada Peraturan 

                                                           
17

 Erza Mufti Umam, Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Di Pengadilan 

Agama Wates (Studi Kasus Tahun 2013), (Yogyakarta : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah 

dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2014). 

 
18

 Ahmad Jawahir, Ketidakberhasilan Usaha Hakim Dalam Mendamaikan Perceraian (Studi di 

PA Yogyakarta Tahun 2007), (Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2007) 
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Perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 jo 

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 berpengaruh terhadap proses 

perceraian PNS  Daerah Kabupaten Ciamis. 

Skripsi disusun oleh Arlizza Muzayyanah dengan judul “Fenomena 

Tingginya Aangka Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Sleman (Tinjauan Hhukum Islam dan Hukum Positif)”, 

skripsi tersebut menyoroti tingginya perceraian di Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Sleman yang menghasilkan bahwa berbagai macam alasan 

sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, tak hanya itu 

juga menggunakan tinjauan hukum islam yang tentunya ada sebuah integrasi 

dan interkoneksi perihal disiplin hukum.
19

 Apabila dibandingkan dengan 

penelitian ini perbedaan terletak pada hukum yang digunakan hanya hukum 

positif saja, tidak menggunakan hukum islam. Tempat penelitian yang juga 

berbeda tidak hanya badan kepegawaian saja melainkan pada Pengadilan 

Agama. 

Berdasarkan literatur penelitian serta karya ilmiah yang telah  

sebelumnya ditulis, maka penyusun mengambil judul penelitian yang berbeda 

dari sebelumnya, yaitu “Perceraian Pegawai Negeri Sipil Studi Kasus 

Perceraian PNS Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014”. 

                                                           
19

 Arlizza Muzayyanah, Fenomena Tingginya Angka Perceraian Pegawai Negeri  Sipil Di 

Badan Kepegawaian Kabupaten Sleman (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif), (Yogyakarta : 

Jurusan Al-Akhwal Al-Syaksiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2015)   
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E. Kerangka Teoritik 

Penyusun menggunakan beberapa teori yang akan dijadikan  dasar dari 

penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun yaitu: 

1. Asas Percerain Dipersulit 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawainan berusaha 

untuk semaksimal mungkin mengendalikan dan menekan terjadinya 

perceraian. Pengendalian dan menekan terjadinya perceraian untuk 

mencegah terjadinya perceraian yang sewenang-wenang yang tidak hanya 

mengakibatkan kehancuran  pasangan suami istri, akan tetapi berakibat 

kepada anak-anak yang harusnya diasuh dan dipelihara dengan baik. Oleh 

karena itu, pasangan suami istri yang telah menikah dengan secara sah harus 

bertanggung jawab dalam membina keluarga agar perkawinan yang telah 

dilangsungkan itu dapat utuh sampai hayat dikandung badan.
20

 

Undang-Undang tentang Perkawinan menganut prinsip untuk 

mempersulit terjadinya perceraian, yaitu dengan mensyaratkan alasan-alasan 

tertentu sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan mewajibkan setiap 

percerain dilakukan didepan persidangan.  

Menurut Abdul Kadir Muhammad, alasan diberlakukannya 

asas mempersulit perceraian adalah: 

                                                           
20

 Abdul Manan,  Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta:Kencana 

Prenada Media Group,2006),  hlm. 8.  
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a. Perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian 

adalah perbuatan yang dibenci tuhan; 

b. Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri; 

c. Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita), sehingga 

sederajat dengan derjat dan martabat suami.
21

 

2. Hukum Sebagai Sarana Social Engineering 

Hukum sebagai social engineering adalah penggunaan hukum 

secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat yang 

dicita-citakan  atau melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan.
22

 

Hukum sebagai konsepsi modern, maka penggunaan hukum sebagai 

sarana untuk untuk melakukan social engineering adalah suatu hal yang 

lumrah.  

Perubahan sosial yang dikehendaki atau perubahan dierancanakan, 

selalu berada dibawah pengendalaian serta pengawasan pelopor 

perubahan tersebut. Secara langsung atau tidak langsung hukum dapat 

mendorong terjadinya perubahan sosial. 

Pengaturan oleh hukum dilakukan dengan penuh kesengajaan 

serta kesadaran untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, David M. Trubek 

                                                           
21

 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 

hlm. 109. 

22
 Satijipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosisal Suatu Tinjauan Teoritis Serta 

Pengalaman-Pengalaman di Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 128. 
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melihat hukum modern sebagai suatu proses sosial tertentu yang muncul 

dari poses perkembangan pada umumnya. Tiga ciri pokoknya adalah: 

1. Merupakan sistem perarturan. 

2. Merupakan suatu bentuk tindakan manusia yang dilakukan dengan 

penuh kesengajaan. 

3. Merupakan bagian tetapi juga sekaliagus otonom terhadapa negara.
23

 

Hukum modern memiliki sifat instrumental, karena mempunyai 

andaian, kehidupan sosial yang dapat dibentuk oleh kemauan tertentu. 

Pembuatan peraturan perundang-undangan berusaha membawa 

perubahan kehidupan sosial maka akan terwujud dalam kenyataan.  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian lapangan 

(field reserach). Penelitian lapangan (field reserach) merupakan suatu penelitian 

yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan.
24

 Adapun 

penelitian lapangan (field research) ini untuk mengetahui sejauh mana penerapan 

PP No.10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang izin 

perceraian Pegawai Negeri Sipil. 

                                                           
23

 David M. Turbek, Toward a Social Theory of Law, (Yale Law Jurnal, 1972), dikutip dari 

Satijipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosisal Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-

Pengalaman di Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 130. 

24
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), hlm. 11.  
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2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yaitu 

suatu penelitian yang dikaji dengan menekankan penemuan pada fakta- fakta di 

lapangan yang kemudian dijadikan penyusun sebagai data yang diperoleh dari 

lapangan sesuai dengan kenyataan sosial yang ada. 

 

3. Lokasi  Penelitian 

Lokasi Penelitian ini adalah Kantor Badan Kepegawaian Daerah dan 

Diklat Kabupaten Ciamis dan Pengadilan Agama Ciamis. Pemilihan lokasi 

didasarkan pada pemikiran serta berita maupun informasi, bahwa Kantor Badan 

Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Ciamis merupakan bidangnya 

maupun wadah dalam hal Pegawai Negeri Sipil serta Pengadilan Agama Ciamis 

merupakan pelaksana Peradilan dalam hal perceraian Pegawai Negeri Sipil yang 

beragama Islam. 

 

4. Sifat Penelitian 

Sifat dari penelitian yang ditulis ini adalah deskriptif-analitis. Yaitu 

menjelaskan data yang telah didapat dari penelitian yang kemudian dari 

data tersebut dapat digambarkan keadaan, praktek dan kebiasaan dalam 

masyarakat. Kemudian dari data yang didapat tersebut digunakan dalam 

menganalisis pokok masalah yang diteliti.  
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5. Sumber Data 

a. Data Primer 

Sumber data primer yang diperoleh adalah sumber data yang 

didapat dari hasil penelitian lapangan dan wawancara narasumber yang 

terkait dengan No.10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 

1990 di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ciamis dan Pengadilan 

Agama Kabupaten Ciamis. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara studi 

kepustakaan, yang berupa bahan-bahan hukum tentang perceraian terdiri 

dari : 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang berhubungan 

erat dan sifatnya mengikat mempunyai otoritas.
25

 Bahan Hukum Primer 

yang digunakan skripsi ini adalah : 

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, 

                                                           
25

  Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 52. 
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c. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin 

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 

d. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 

48/SE/1990 Perubahan atas Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 

Tentang Pelaksanaan Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai 

Negeri Sipil. 

 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan 

tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini adalah seperti literatur buku-

buku, jurnal, berita, makalah, skripsi, thesis dan lain sebagainya yang 

menjelaskan bahan hukum primer diatas. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang menjelaskan tentang 

bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, misalnya, Kamus, 

Ensiklopedia, Internet dan lain sebagainya. 

6. Tekhnik Pengumpulan Data 

1. Wawancara yaitu proses pengumpulan data dengan jalan mengadakan 

dialog atau tanya jawab secara langsung antara penulis dengan para 
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pihak yang mempunyai kompetensi dalam perceraian Pegawai Negeri 

Sipil. 

2. Dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan jalan 

melihat dokumen atau catatan yang ada pada Dinas Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Ciamis serta Pengadilan Agama Ciamis yang 

berhubungan dengan penelitian, dilakukan dengan tujuan agar 

dokumen-dokumen tersebut dapat membantu dalam memecahkan 

masalah-masalah dalam penelitian. 

3. Studi Kepustakaan adalah suatu tekhnik pengumpulan data yang 

didapat dengan cara membaca serta mempelajari dari berbagai refrensi 

yang berhubungan dengan judul penelitian. 

7. Metode Analisa Data 

Analisa Data akan dilakukan dengan cara deskriptif yaitu 

mengumpulkan dan menyusun data kemudian dilakukan analisis terhadap 

data tersebut. 
26

 Dalam hal ini penulis melakukan analisa terhadap data-

data pustaka tentang  Perceraian Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini disusun sebagai rencana skripsi dengan cara 

menunjukkan urutan secara logis hubungan antara satu bab pembahasan dengan 

                                                           
26

 Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Tekhnik, (Bandung : 

Tarsito, 1990), hlm. 139. 
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bab lainnya atau sub bab dengan sub bab lainnya. Sistematikan pembahasan 

dalam penelitian ini disusun sebagai berikut : 

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka 

teoritik, metode penelitian dan sitematika pembahasan. 

Bab Kedua, berisi tinjauan tentang  perceraian dan perceraian Pegawai 

Negeri Sipil, yang mencakup pengertian dan tinjauan lainnya. 

Bab Ketiga, berisi tentang Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil 

Kabupaten Ciamis dan Pengadilan Agama Ciamis, studi tahun 2014. Bagaimana 

proses pemberian izin oleh pejabat yang berwenang. 

Bab Keempat, berisi tentang analisis sebab perceraian Pegawai Negeri 

Sipil serta analisis prosedur perizinan perceraian. 

Bab Kelima, berisi tentang penutup yang mana dalam bab ini berisi 

kesimpulan dan saran.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data alasan yang menyebabkan perceraian PNS Daerah 

Kabupaten Ciamis tahun 2014 yaitu perselisihan, pihak ketiga, ekonomi, 

tidak ada keturunan, meninggalkan rumah. Alasan perselisihan dan 

meninggalkan rumah yang sesuai atau sah mendapatkan izin perceraian sesuai 

peraturan. 

Faktanya, pejabat Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) 

Kabupaten Ciamis tetap memberikan izin melakukan perceraian karena 

alasan ekonomi, tidak adanya keturunan, dan pihak ketiga. Alasan pengizinan 

itu disebabkan karena ketiga alasan tersebut berujung kepada perselisihan dan 

pertengkaran yang menjadi alasan sah mengajukan izin perceraian  

Pelaksanaan perizinan PNS Daerah Kabupaten Ciamis sudah dilakukan 

berdasarkan hirarki yang sudah ditentukan. BKDD Kabupaten Ciamis bukan 

hanya memberikan izin cerai tetapi juga melakukan pembinaan dan mediasi. 

Hal itu telah menujukkan bahwa proses perizinan percerian sudah dilakukan 

sesuai dengan No. PP 10 Tahun 1983 jo. No. 45 Tahun 1990. 

Mediasi dan pembinaan dilakukan demi asas perceraian dipersulit. 

BKDD bahkan menuntut bukti untuk mendukung alasan perceraian PNS. 
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Pada PNS yang ingin bercerai tanpa alasan yang jelas, BKDD memberikan 

surat pembinaan kepada Inspektorat. Setelah itu, barulah diberi keputusan 

apakah izin perceraian tersebut diberikan atau tidak. 

B. Saran 

Dari kesimpulan penyusun memberikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Ciamis 

Selalu memberikan pembinaan kepada Pegawai Negeri Sipil, baik 

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perkawinan maupun pihak 

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian.  

Kepada pihak Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan 

perkawinan pembinaan tentang menjaga kehharmonisan dalam keluarga 

dan apabila didalam menjalankan kehidupan berumah tangga akan 

menemui masalah sehingga diberikan masukan bagaimana menghadapi 

masalah sebelum menjalani kehidupan berumah tangga. 

Pembinaan kepada pihak Pegawai Negeri Sipil yang akan 

melakukan perceraian, mengingatkan kembali tujuan perkawinan dan 

mengingatkan keadaan psikologis anak apabila terjadinya percerian. 

Memberikan solusi yang tepat dengan sudut pandang agama mengenai 

perceraian dan memberikan arahan sebisa mungkin agar niat untuk 
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melakukan perceraian tidak terjadi dan sebab akibat perceraian apabila 

terajadi, karena perceraian bukan hanya lepas tanggung jawab suami/istri 

bahkan bisa memisahkan kedua keluarga dari pihak suami/istri. 

2. Kepada Pegawai Negeri Sipil 

Menjaga ego masing-masing dalam menghadapi masalah 

perselisihan hubungan suami dan istri. Mementingkan urusan anak 

daripada urusan pribadi, apabila setiap masalah dilakukan dengan 

perceraian maka anak yang menjadi korban. 

Perceraian bukan menjadi jalan utama dalam memperbaiki urusan 

rumah tangga, karena disetiap kesulitan pasti dibarengi dengan adanya 

beberapa jalan keluar. Mengingat kembali tujuan dari perkawinan bisa 

mempermudah keluar dari masalah. 
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